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 PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN MANGGARAI BARAT 
NOMOR 7 TAHUN 2012 

 
 

TENTANG 
  

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MANGGARAI BARAT, 

 
 

Menimbang : a. bahwa kebersihan dan keindahan merupakan hal yang 

perlu dijaga dan dilestarikan guna mewujudkan 

Lingkungan yang sehat dan bersih secara berkelanjutan; 

 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

kemasyarakatan maka perlu diperluas sumber 

penerimaan daerah yang salah satunya bersumber dari 

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;   

 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 110 ayat (1) 

huruf b dan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

maka Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

diatur dengan Peraturan Daerah; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi 

Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951); 

 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 4271); 

 

  5. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 4286); 

 

  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4848); 

 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

4438); 

 

  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4851); 

 

 

 

 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

 

  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN MANGGARAI BARAT 

 

dan 
 

BUPATI MANGGARAI BARAT 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan: PERATURAN DAERAH  TENTANG  RETRIBUSI  PELAYANAN   

PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN. 

 
 

 
 

BAB I 

KETENTUANG UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai 

Barat. 

3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Manggarai Barat. 

5. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu dibidang 

Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang- 

undangan yang berlaku. 

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang 

pribadi atau Badan 

7. Sampah adalah barang-barang buangan atau  kotoran yang 

berasal dari rumah tinggal, kantor pemerintah,/swasta dan 

tempat-tempat umum lainnya. 

8. Pengangkut sampah adalah orang atau badan yang ditunjuk 

atau ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk 

menangani pengangkutan sampah dari tempat penampungan 

sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA). 

9. Bak sampah adalah tempat penampungan sampah (TPS) yang 

bersifat sementara dan disiapkan oleh Pemerintah Daerah. 

10. Tempat sampah/Tong  sampah/keranjang sampah adalah 

tempat pengumpulan sampah sementara oleh setiap pemilik 

rumah tinggal, kantor pemerintah/swasta/badan, 

perusahaan/pabrik/industri dan tempat-tempat umum 

lainnya. 
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11. Tempat pembuangan akhir sampah adalah tempat yang telah 

di siapkan oleh pemerintah sebagai tempat penampungan atau 

penimbunan akhir sampah. 

12. Penanggungjawab sampah adalah Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Manggarai Barat. 

13. Badan Hukum adalah Yayasan Koperasi Dan Badan Usaha 

lainnya. 

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 

menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan 

untuk melakukan pembayaran Retribusi; 

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 

merupakan batas waktu  bagi wajib Retribusi untuk 

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 

Daerah; 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 

besarnya jumlah pokok  retribusi yang terutang; 

17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi 

dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 

cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Bupati; 

 

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKRDLB adalah ketetapan retribusi yang 

menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena 

jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang 

terutang atau seharusnya tidak terutang; 

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat  

STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi 

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda; 

20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

menghimpun data obyek dan subyek retribusi, penentuan 

besarnya pajak atau retribusi kepada wajib retribusi serta 

pengawasan penyetorannya; 

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan 

secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah dan retribusi daerah; 

22. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tidak pidana dibidang retribusi  yang terjadi 

serta menemukan tersangkanya. 
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BAB II 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

 
Pasal 2 

 
Dengan nama  Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, 
dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 
 

Pasal 3 

 
(1) Obyek retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan 

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi : 
a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke 

lokasi pembuangan sementara; 

b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi 
pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir 

sampah; 
c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. 

(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, 
tempat ibadah, tempat sosial dan tempat umum lainnya. 

 

Pasal 4 
 

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
memperoleh pelayanan Persampahan/Kebersihan dari Pemerintah 
Daerah. 

 
 
 

 
BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 
 

Pasal 5 

 
Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan 

sebagai retribusi jasa umum. 
 
 

 
 

BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 
 

Pasal 6 
 

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume 

sampah yang dibuang.  
(2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

sampah organik dan non organik. 
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BAB V 

PRINSIP,  SASARAN DALAM PENETAPAN 

 STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  

 

Pasal 7 

 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan 

biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 

masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas 

pelayanan. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 

operasional dan pemeliharaan, biaya kerja dan biaya modal. 

(3) Dalam hal penetap[an tarif sepenuhnya memperhatikan biaya 

penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi 

sebagian biaya. 

 
 

BAB VI 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 

Pasal 8 
 

Struktur dan besarnya tarif retribusi  ditetapkan sebagai berikut : 
 
a. Pemukiman 

      
b. Kios       
c. Rumah Makan / Warung 

d. Toko    
e. Home Stay   

f. Gudang / Pabrik / home 
industry / tempat hiburan   

g. Restoran    

h. BUMN/BUMD      
i. Rumah Makan plus 

penginapan 

j. Hotel Melati      
k. Hotel berbintang, terdiri 

dari : 
1) Hotel bintang 1 
2) Hotel bintang 2 

3) Hotel bintang 3 
4) Hotel bintang 4 

5) Hotel bintang 5 
l. Lopo-lopo    
m. Rumah Toko   

n. Penjual dadakan  
o. Pelabuhan Pilemon  
p. Pelabuhan Fery   

: 

 
: 
: 

: 
: 

: 
 
: 

: 
: 
 

: 
 

 
: 
: 

: 
: 

: 
: 
: 

: 
: 
: 

Rp. 3.000,-/kepala  keluarga/  

bulan 
Rp.     5.000,- / kios / bulan 
Rp.   30.000;-/ bulan 

Rp.   40.000,- /bulan 
Rp.   25.000,-/ bulan 

Rp.   30.000,- /bulan 
 
Rp.   40.000,- /bulan 

Rp.   40.000,-/ bulan 
Rp.   35.000,-/ bulan 
 

Rp.   25.000,-/ bulan 
 

 
Rp. 100.000,-/ bulan 
Rp. 200.000,-/ bulan 

Rp. 300.000,-/ bulan 
Rp. 400.000,-/ bulan 

Rp. 500.000,-/ bulan 
Rp.     5.000,-/ bulan 
Rp.   40.000,-/ bulan 

Rp.        500,-/ hari/orang 
Rp. 100. 000,/ bulan 
Rp. 100. 000,/ bulan 
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Pasal 9 

 

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun 

sekali. 

(2) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan 

perkembangan perekonomian. 

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

 

BAB VII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

 

Pasal 10 

 

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah. 

 

 

BAB VIII 

 

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, 

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 

 

Pasal 11 

 

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen 

lain yang dipersamakan. 

(3) Dokimen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kertas langganan. 

(4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disetor secara bruto ke kas daerah. 

 

Pasal 12 

 

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara 

tunai. 

(2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan paling lamnat 15 hari sejak diterbitkannya 

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, 

angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan 

Peraturan Bupati. 
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BAB IX 

SANKSI ADMINISTRASI 

 

Pasal 13 

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tempat pada waktunya 

atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa 

denda sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau 

kurang dibayar. 

 

BAB X 

PENAGIHAN 

 

Pasal 14 

 

(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar 

dilakukan dengan mengunakan STRD. 

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dengan surat teguran. 

(3) Penerbitan surat teguran sehingga  tindak awal pelaksanaan 

penagihan retribusi selama 15 (lima belas) hari sejak tanggal 

jatuh temp[o pembayaran. 

(4) Dalam jangka waktu 15 hari setelah tanggal surat teguran, 

wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. 

(5) Surat teguiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. 

(6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

 

 

BAB XI 

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

 

Pasal 15 

 

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang  lamanya  1 ( satu)  

bulan kelender. 

 

Pasal 16 

 

Retribusi terutang terhitung sejak ditetapkannya SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

 

BAB XII 

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA 

 

Pasal 17 

 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluasa 

setelah melampaui waktu 3(tiga) tahun sejak saat terutangnya 
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retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana 

dibidang retribusi. 

(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tertangguh jika: 

a. Diterbitkan surat teguran; atau 

b. Adapengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik 

langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak 

tanggal diterimanya surat teguran tersebut. 

(4) Pengakuan wajib retribusi secara langsungh sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan 

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi 

dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan wajib retribusi secara tidaklangsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari 

pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran 

dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. 

 

Pasal 18 

 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 

untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus. 

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi 

yang sudah kedaluarsa sebagaimana tersebut pada ayat (1). 

(3) Tat cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB XIII 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

 
Pasal 19 

 
(1) Instansi yang melaksanakan pungutan retribusi dapat diberi 

insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan 5 

% dari nilai perolehan retribusi. 

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(4) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

BAB XIV 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

 

Pasal 20 

 

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil 

tertentu di Lingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang 
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khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindakan 

pidana di Bidang Retribusi Daerah. 

(2) Wewenang penyedik sebagaimana di maksud pada ayat (1) 

adalah : 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 

adanya tindak pidana; 

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat 

kejadian dan melakukan pemeriksaan; 

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya 

dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 

d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 

e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa 

tersangka atau saksi; 

f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 

g. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 

Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau 

peristiwa trsebut bukan merupakan tindak pidana dan 

selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal 

tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau 

keluarganya; 

h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan . 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan 

hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

 

BAB XV 

KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal 21 

 

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 

merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling 

lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali 

jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

 

 

BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 22 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan 

Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 26 Tahun 2005 

tentang Retribusi Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Manggarai Barat Tahun 2005 Nomor 26 Seri C) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 



11 

 

Pasal 23 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah kabupaten manggarai Barat. 

 

 

 Ditetapkan di Labuan Bajo 

 pada tanggal 3 Mei 2012 

 BUPATI MANGGARAI BARAT, 

 

 

AGUSTINUS CH. DULA 

Diundangkan di Labuan Bajo 

pada tanggal 3 Mei 2012 

 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN MANGGARAI BARAT, 

 

 

 

MBON ROFINUS 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  TAHUN  2012 

NOMOR 7. 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 

NOMOR 7 TAHUN 2012 

TENTANG 

RETRIBUSI SAMPAH 

 

 

 

1. PENJELASAN UMUM 

 

Bahwa dalam rangka memberikan kesejukan, keindahan dan kebersihan 

wajah kota, maka perlu adanya upaya penanganan sampah dengan sarana 

dan prasarana yang memadai. 

Untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai Undang – undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta untuk menggali 

sumber – sumber keuangan sendiri disamping bersumber dari Perimbangan 

Keuangan antara Pusat dan Daerah, maka pungutan Retribusi Sampah 

adalah merupakan salah satu sumber Penerimaan Daerah yang cukup 

potensial dalam rangka pembiayaan pembangunan, sehingga dengan 

demikian pungutan retribusi sampah perlu dioptimalkan dalam 

pelaksanaannya guna mendukung Pambangunan Daerah. 

 

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1  

Cukup Jelas 

Pasal 2 

Cukup Jelas 

Pasal 3 

Cukup Jelas 

Pasal 4 

Cukup Jelas 

Pasal 5  

Cukup Jelas 

Pasal 6  

    Cukup jelas 

Pasal 7 

Cukup Jelas 

Pasal 8  

Cukup Jelas 

Pasal 9 

Cukup Jelas 

Pasal 10 

Cukup Jelas 

Pasal 11 

Cukup Jelas 

Pasal 12  

Cukup Jelas 

Pasal 13  

    Cukup jelas 
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Pasal 14 

Cukup Jelas 

Pasal 15  

    Cukup jelas 

Pasal 16 

Cukup Jelas 

 

Pasal 17 

Cukup Jelas 

Pasal 18 

Cukup Jelas 

Pasal 19 

Cukup Jelas 

Pasal 20 

Cukup Jelas 

Pasal 21 

Cukup Jelas 

Pasal 22 

Cukup Jelas 

Pasal 23 

Cukup Jelas 

 


